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PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT i

S A LI NAN

SURABAYA

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 18 TAHUN 1985

TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PERIKANAN DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TTINGKAT I1 SURABAYA

Menimbang

Mengingat

bahwa dalam rangka meningkatkan dayaguna dan
hasilguna yang sebesar-besarnya dalam
pengembangan dan peningkatan pelayanan kepada
masyarakat di bidamg perikanan di Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabhaya, dipandang
periu menyempurnakan organisasi dan tatakerja
Dinas Perikanan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
11 Surabaya vyang telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1I1I
Surabhayva Nomor 4 Tahun 1882

hahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada
huruf a konsideran ini serta dengan berpedoman
pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38
Tahun 1992 tfentang Pedoman Organisasi Dinas
Daerah Jjunctis Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi
dan Tatakeria Dinas Perikanan Daerah, Surat
Edaran Menteri Dalam Negeri Tanggal 8@ Desember
1994 Nomor 061/4115/SJ perihal Pola Organisasi
Dinas Daerah dan Surat Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I jaws Timur tanggal 16 Maret 1895
Nomor 081/248 4/04*/1095 perihal Pola Organisasi
Dinas Dsera periu menetapkan kembali
Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan
suatu Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Fropinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta juncto uUndang-undang
Nomor 2 Tahun 1965

Undang~-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah ;
Undang-undang Nomqr 9 Tahun 1985 tentang
Perikanan



4. Peraturan Femerintah Nomor 34, 37, 40, 43 Tafun
18587 tentang Pelaksanaan sebagian urusan
Pemerintah Pusat di lapangan perikanan Taut,
kehutanan dan karet rakyat kepada daerah-daerah
Swatantra Tingkat I

5. Peraturan Pemerintah Nomor 864 Tahun 1957
tentang Penverahan sebagian dari urusan
Pemerintah Pusat di lapangan perikanan laut ,
kehutanan dan karet rakyat kepada daerah-~daerah
Swatantra Tingkat 1 ;

6. Peraturan Pemaerintah Nomor 45 Tahun 1992
tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan
titik berat pada Daerah Tingkat I1 ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun
1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah
dan Wilayah

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
1994 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan
Paraturan Daerah Perubahan ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun
1994 tentang Pedcman Organisasi dan Tatakerja
Dinas Perikanan Daerah ;

11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa
Timur Nomor 7 Tahun 1889 tentang Penyerahan
sebagian wurusan Pemerintah Propinsi Daerah
Tingkat 1 Jawa Timur dalam bidang perikanan
kepada Daerah Tingkat II ;

12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Timur Nomor 589 Tahun 1990 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Penyverahan sebagian urusan Pemerintah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam bidang
perikanan kepada Daerah Tingkat II ;

13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11
Surabaya Nomor 1 Tahun 1993 tentang Organisasi
dan Tatakerja Sekretariat Kotamadya Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Tingkat 11 Surabaya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat 11 Surabaya,



Menet apkan

MEMUTUSK AN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS
PERIKANAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA.

BARB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud
dengan

a. Pemerintah Daersh adalah Pemerintah Kotamadya
Daerah Tingkat 1! Surabaya ;

b. Waiikotamadya Kepala Daerah adalah Walikota~
madya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;

c. Sekretaris Kotamadya Daerah adalah Sekretaris
Kotamadya Daerah Tingkat 11 Surabaya ;

d. Dinas Psrikanan Daerah adalah Dinas Perikanan
Daarah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Surabaya ;

e. Kepaia Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan
Daerah Kotamadya Uaerah Tingkat 11 Surabaya ;

f. Unit Pelaksana 7Teknis Dinas adalah Unit
Pelaksana Teknis Dinas Perikanan Daerah ;

w

Cabang Dinas adalah Cabang Dinas pada Dinas
Perikanan Daerah

h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok
Jabatan Fungsioconal pada Dinas Perikanan Daerah.

i. Perikanan acdalah semua Kegiatan menangkap,
memelihara, menyebarkan, membiakkan, membina
sumber, mengolah dan memasarkan hasil perairan
yang berasal dari air tawar, air payau dan air
laut

i. Hasil Perairan adalah semua hasil perairan yang
berupa ikan, tumbuh-tumbuhan dan biota lain
bukan 1ikan, seperti wudang, kerang-kerangan,
penyu, ubur-ubur, rumput laut dan biota lain di
perairan

k. Petani 1kan adalah mereka yang penghidupannya
seluruh atau sebagian besar memelihara ikan
atau hasil perairan lainnya



Nelayan adaiah mereka yang penghidupannya
seluruh atau sebagian besar menangkap ikan atau
hasil perairan iainnya :

-—
.

m. Pengusaha Perikanan adalah pegusaha yang
bergerak di Dbidang produksi dan pemasaran
hasil-hasil perairan vang secara ekonomi dan
teknis mempunyai pengaruh terhadap pembinasan
gan pengembangan parikanan dalam arti luas.

BAB I1I
KEDUDUIKAN

Pasal 2

(1) Dinas Perikanan Daerah merupakan unsur
pelaksana Pemerintah Daerah di bidang
perikanan ;

(2) Dinas Perikanan Daerah dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Walikotamadya Kepala Daerah.

{3) Dinas Perikanan Daerah dalam me laksanakan
tugasnya berada di bawah koordinasi
administratif Sakretaris Kotamadya Daerah.

BAB I1X
TUGAS AN FUNGSI

Pasal 3

Diras Perikaran Daerah mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dan
tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah
atau Pemerintah Prepinsi Daerah Tingkat 1 Jawa
Timur di bidang perikanan.

Pasal 4
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam
pasal 3 Peraturan Daerah 1ini, Dinas Perikanan
Daerah mempunyai fungsi
a. pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang
ditetapkan oieh Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Timur

b. bimbingan teknis di bidang perikanan

¢c. pemberian izin dan pembinaan usabha sesuai
tugasnya



(1)

(2

(1

penyuiuhan perikanan

pengamanan teknis sesuai dengan tugashya ;

pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi
anjuran di tingkat usaha tani ;

pelaksanaan lUrusan Tata Usaha Dinas.
BAB 1V
ORGANTI 3SASTI

Bagian Fertama
Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Perikanan Daerah
terdiri dari :

a. Kepaia Dinas ;
b. Sub Bagian Tata Usaha ;

k]

¢. Seksi Produksi

d. Seksi Penyuluhan ;

e. Seksi Usaha Tani/Nelayan ;

f. Cabang Dinas

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan
Daerah adalah sebagaimana tercantum pada
lampiran 1 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal &
Kepala Dinas mempunyai tugas -

a. memimpin dan melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4
Peraturan Daeran ini ;

b. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh
kegiatan perangkat staf dan pelaksana Dinas
Perikanan Daerah.

Kepala Dinas daiam melaksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada walikotamadya Kepala Daerah.



Bagian Kstiga
Sub Bagian Tata Usaba

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyasi tugas

melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian,
keuangan dan urusan umum.

(1)

(2)

(1)

{2)

(1)

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam
pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata
Usaha mempunyai fungsi :

a. melakukarn penyusunan rencana program dan
pelaporan =sarta pembinaan organisasi dan
tatalaksana

b. metakukan pengelclaan administrasi
kKeuangan ;

c. melakukan pengurusan kepegawaian, perleng
kapan, surat-menyurat dan rumah tangga.

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepaia Dinas.

Pasai 9
Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
a. Urusan Perencanaan ;

b. Urusan Keuangan
C. Urusan Umum.

"
3

Tiap~tiap Urusan dipimpin oleh seorang Kepala
Urusan yang datam melaksanakan tugasnya berada
i bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Sub Bagian Tata tsaha.

Fasal 10

Urusan Perencanaan mempunyai tugas melakukan
pengumpulan, analisis dan penyajian data
statistik perikanan, penyiapan bahan perumusan
rencana dan program, penyiapan bahan laporan
dinas, serta penyiapan bahan pembinaan
organisasi dan tataiaksana :

H



{2} Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan
nenyiapan bahan penyusunan Rencana Anggaran
FPandapatan dan Belanja Dinas , pembukuan,
parhitungan anggaran dan verifikasi serta
nerbendaharaan ;

{3) Urusan  Umum mempunyai tugas melakukan urusan
kKapagawaian, surat menyurat dan kearsipan,
pengetikan, rumah tangga serta perlengkapan.

Bagian Keempat
Seksi Produksi

Pasal 11

(1) Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas Perikanan ODaerah di
bidang pembinaan produksi perikanan.

{2) Seksi Produksi dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang dalam melzksanakan tugasnya berada
di bhawah dan psrtanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam
pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah 1ini, Seksi
Produksi mempunyai fungsi :

a. palaksanaan inventarisasi, identifikasi,
gembinaan, pengembangan dan pergendalian
peranglkapan ikan di laut dan di perairan umum ;

b. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi,
pembinaan, pengembangan dan pengendalian
budidaya ikan d+f Taut, air payau dan air tawar;

c. pelaksanaan inventarisasti, identifikasi,
pembinaan, pembangunan dan pengendalian
pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya.

Pasal 13
(1) BSeksi Produksi terdiri dari :
a. Sub Ssaksi Panangkapan Ikan

b. Sub Seksi 8udidaya Ikan ;
G. Sub Seksi Sumber Dava Ikan dan Lingkungan.

]

{(2) Tiap-tiap S8Sub Seksi dipimpin oleh seorang
Kepala 3Sub Seksi yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan hertanggung jawab
Kepada Kepala Seksi Produksi.



Pasz i 14

(1) Sub Seksi Penangkapan Ikan mempunyai tugas
melakukan inventarisasi, identifikasi,
nembinaan dan pengembangan sertd pengendalian
penangkapan ikan vang meliputi pola produksi
penancgkapan, teinclogi penangkapan ikan,
prasarana dan sarans penangkapan ikan ;

(2) Sub Beksi PBudidava Ikan mempunyai tugas
melakukan inventarisasi, identifikasi,
pembinaan dan pengembangan serta pengendalian
budidaya ikan vyang meliputi pola produksi
budidaya, tekhologi budidaya serta prasarana
dan sarana budidaya ikan ;

(3) Sub Seksi Sumber Daya Ikan dan Lingkunan
mempunyasi tugas melakukan inventarisasi,
identifikasi, pembinaan dan pengendalian
pemanfaatan sumber daya ikan dan tlingkungan
yang meliputi didentifikasi dan penentuan
perkiraan potensi sumber daya ikan, pengawasan
penangkapan ikan, konservasi dan rehabilitasi
sumber days ikan serta pengendalian hama dan
penyakit.

Bagian Kelima
Seksi Penyuluhan

Pasal 15

(1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas ©Dinas Perikanan Daerah di
bidang pembinzan penyuluhan perikanan ;

k3

(2} Seksi Penvuluban dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi vang dalam melaksanakan tugasnya berada
o]

]
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam
pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah 1ini, Seksi
Penyuiuhan mempunyai fungsi

a. penyiapan bahan pragram penyuluhan, menerapkan
metode dan rekavasa sosial serta ekonomi ;

b. penyiapan bahan perencanaan, pendayagunaan dan
bimbingan ketenagaan penyuluhan ;

¢. penyiapan bahan pembinaan dan pengembangah
kelembagaan tani nelayan ;



(2)

(2)

(1)

(2)

penyiapan bahan perencanaan, pengadaan,
pengelolaan dan bimbingan pendayagunaan sarana
penyuluhan.

rasa'l 17
Seks1 Penvuluhar tardiri dari

a. Sub Sekst Tata Fenyuluhan ;

3

b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.

Tiap~-T1ap  Bu Seks1 dipimpin oleh seorang
Kepala Sub 1  yanhg dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Sa=ksi Penyuluhan.

Pasali 18

Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas
memberikan pelayanan teknis dan administrasi
kepada para penyuluh pertanian dalam
penyusunan dan peiaksanaan program penyuluhan,
penerapan, metode dan sistem kerja penyuluhan,
identifikasi, faktor penentu, rekayasa sosial
dan ekonomi, pelaksanaan penyuluhan dan
bimbingan serta supervisi pelaksanaan
penyuluhan ;
Sub 8eksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana
mempunyail tugss menyusun rencana kebutuhan
dar mendayagunakan ternaga penyuluh, merencana-
kan, mengadakan Jan mengelola sarana penyuluh-
an, memperbanvak dan menyebarkan materi
penyuiuhan serta memberikan pelayanan teknis
dan administrasi kepada para penyuiuh dalam
pembinaan dan pengembangan kelembagaan
tani/nelayan, penvelenggaraan kursus—kursus
tani/relayan, penggunaan saranha penyuluhan dan
perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.

Bagian Keenam
Seksi Usaha Tani/Nelayan

Pasa!l 19

Seksi Usaha Tani/ Nelayan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinhas Perikanan
Daerah di bidang pembinaan usaha tani/nelayan;

Seksi Usaha Tani/Nelayan dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas.



pas

Usa

a.

C.

(1)

(1)

(2)

Pasai 20

Uﬂt‘ui'\ TiE o =38
al 19 ay

ha Tani/ b

igarakan tugas tersebut dalam
{1} #®Peraturan Daerah 1ini, Seksi
van mempunyai fungsi

: n anatisis usaha perikanan, bimbingan
”ermoda an, pasngeiolaan dan kerjasama usaha
rerikanan serta pelayanan dan pengawasan
perizinan usaha perikanan ;

pelaksanaan timbingan teknologi penanganan dan

nenaciahan hazi] perikanan, pembinaan dan
pengawasan mutu vang meliputi produk, tenaga,
sarana, prosedur dan metode pengujian serta

H

unit pengolahan hasil perikanan ;

pelaksanaan pimbingan dan pengembangan
pemasaran azil  perikanan meliputi analisis
pasar, pemantauan dan penyebaran informasi
pasar serta promosi hastl-hasil perikanan untuk

pemasaran di daiam maupun di luar negeri.

Pasal 21
Seksi lisaha Tani/Nelayan terdiri dari -
a. Sub Seksi Perizinan dan Pembinaan Usaha

b. Sub Seksi Pzngolahan dan Pembinaan Mutu
c. Sub Ssk=st Pamasaran.

“s wae

dipimpin oleh seorang
vang dalam melaksanakan
rawah dan bertanggung jawab
st Usaha Tani/Nelayan.

Pasal 22

Sub Seksi Perizinan dan Pembinaan Usaha
mempunyas tugas melakukan analisis usaha
perikanan, bimbingan, permodalan, pengelclaan
dan kerjasama usaha perikanan serta pelayanan
dan pengawasan parizinan usaha perikanan ;
Sub Seksi Pangoiahan dan  Pembinaan Mutu
mempunyai tucas melakukan bimbingan teknologi
penanganan dsn  nengolahan hasil perikanan
serta peangawasan mutu yang meliputi produk,
tenaga, sarana, prosedur dan metode pengujian
serta unit pengolahan hasil perikanan ;



(3) Sub Seksi Pemasaran mempunyai tugas melakukan
bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil
perikanan yara meliputi analisis pasar,
pemantauan dan penyebaran informasi pasar
serta promosi hasil-hasil perikanan untuk
pemasaran di daiam maupun di luar negeri.

Bagian Xatuiuh
Cakbang Dinas dan
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 23

Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas
adalah unsur peiaksana Dinas Perikanan Daerah yang
pembentukannya berdasarkan kriteria yang
ditetapkan cleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 24

Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas
dibentuk setelan mendapat persetujuan tertulis
dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasai 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan membantu Kepala Dinas sesuai
dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam
pasal Z5 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas
melakukan kegiatan teknis perikanan di bidang
keahlian masing-masing ;

(2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal
ini dipimpin cleh seorang tenaga fungsional
senior yang ditunjuk oieh Walikotamadya Kepala
Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas ;

(3) Jumiah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat
(2) pasal ini, ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja ;



(4)

(i)

(2)

(3)

(43

(4)

abatan tersebut pada ayat (3)

&h g Ja
nasa i, discur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan vang berlaku.

BAB v
PENGANGKATAN DAN PEMBERHEMTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 27

Kenala Dinas i1aﬁGV3t dan diberhentikan oleh
Waiikotamadyva <epala Daerah setelah mendapat
persetujuan nari Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Taimur

Kepaia Sub Bagian dan Kepala Seksi, diangkat
dan dinerhentikan oleh Walikotamadya Kepala
Daerah atas wusul dari Kepala Dinas setelah
mendanat persefuluan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur ;

Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat
dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala
Daerah atas usul Kepala Dinas

k3

Jabatan--iabat*tan fain dilingkungan Dinas
Pariykanan Daeran drangkat dan diberhentikan
Sanis i Cengan Deraturan perundang-undangan
ang beriaku.
Pasal 28

Kanpaia Dinas da’am melaksanakan tugasnya
berdasarkan Xxebijaksanaan yang ditetapkan oleh
Walikotamadya Kepala Daerah ;

recala Dinas berkewajiban melaksanakan
crinsip-prinsip kocordinasi, integrasi,
sinkironisasi dan simplifikasi baik dalam

Tingkungan Dinas Perikanan Daerah maupun
dengan instansi-instansi iain diluar Dinas
vang terkait

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi,
Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi harus
melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi,
integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi
sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing ;

Kepala Dinas berkewajiban memberikan
petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi
pekerijaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana
vang berada dalam lingkungan Dinasnya ;



(5) Apabila Kepala Dirnas berhalangan menjalankan
tuges, kepals Dinas dapat menunjuk Kepala Sub
Bagian tata dJsaha atau salah satu Kepala Seksi
untulk mewakilinya.

BAB VI
KEPEGAWATIAN

Pasal 29

Jenjang jabatain dan kepangkatan serta susunan
kepegawaian Dinas Perikanan Daerah diatur sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAR Vil
K EUANGAN

Pasal 30

Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas
Perikanan Daerah disediakan dari Anggaran
Pendapatan dan B8elanja Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya serta subsidi atau bantuan
dari Pemerintah Tingkzt Atas dan lembaga lain di
luar Pemerintah Daerah yang diperoleh secara sah.

BAEB VIII
KETENTUAN LATN-LAIN

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini,
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi
Peraturan Daerah Xotamadya Daerah Tingkat 11
Surabaya Nomor 4 Tahun 1982.

Pasal 32
Hal~hal vyarg beium diatur dalam Peraturan
Daerah 1ini, sepanisng menvangkut pelaksanaannya
akan diatur lebih jan:ut oleh Walikotamadya Kepala

Daerah.

BAB IXx
PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah 1ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 1ini,
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotama-
dya Daerah Tingkat 1I Surabayva.

Ditetapkan di S U R A B AY A
nada tanggal 3 OKTOBER 198%

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd ttd
HARJOSO SOEPENO

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO
KOLONEL .CHB.NRP. 22021

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 2 Oktober 1996 Nomor 487/P Tahun 1996.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten Ketataprajaan
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Drs. SO ENARJO
Pembina Utama Muda
Nip. 510 040 479

Diundangkan dalam (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
11 Surabaya Seri C, pada tanggal 24 Oktober 1996 Nomor 6/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT I1 SURABAYA
Plh. Sekretaris Kotamadya Daerah
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Drs. H. SAMSUL HADISISWOQJO, MS
Pembina
Nip. 510 037 256

Salinan sesuai dengan asliinya
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah
. +: 0 Tingkat 11 Surabaya
Tt -Kepala Bggian Hukum
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L Nip. 510 029 293




SALINAN LAMPIRAN  PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAR TINGKAT 11 SURABAYA
NOMOR 18 TAHUR 1985
TANGGAL  : 3 SEPTEMBER 1895

BAGAN SUSUNAR ORGANISAS!
DINAS PERIKANAN DAERAH
KOTANADYA DAEREH TINGKAT I1 SURABAYA
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